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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk Modifikasi Hukum Kewenangan Inspektorat Daerah
Kabupaten/Kota dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analisis.

Hasil menunjukkan bahwa kewenangan yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana
diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan mendesak untuk dimodifikasi untuk memperkuat
kewenangan Inspektorat Kabupaten/Kota dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota. Modifikasi dimaksud dilakukan dalam bentuk revisi/perubahan peraturan
perundang-undangan, di mana saat ini kedudukan Inspektorat Kabupaten/Kota masih sejajar dengan
Organisasi Perangkat Daerah, ke depan menjadi sejajar dengan Sekretaris Daerah. Modifikasi kedua
dilakukan dalam bentuk reposisi Peran/Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dengan cara mendorong
terwujudnya Good Governance dan Clean Government, Menumbuh kembangkan Sinergi Pengawasan,
Mendukung Upaya Pemberantasan KKN, Mengoptimalkan Peningkatan Penerimaan Negara, Berperan
dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Sedangkan modifikasi ketiga yang dapat dilakukan dengan cara
Pengembangan Kelembagaan melalui pengembangan struktur, Prosedur Kerja, dan Sumber Daya Manusia.

Kata Kunci: Modifikasi Hukum, Kewenangan, Inspektorat Kabupaten/Kota

Abstract

This present research is aimed at understanding the forms of legal modification of the authority of the Local
Inspectorate for the regency/city in preventing corruption criminal act in the regency/city local government.
In this research a normative legal research method with descriptive analytic nature was employed.

The result showed that the authority of the local Inspectorate for regency/city as regulated in some
regulations should be quickly modified to reinforce its authority to prevent any criminal acts of corruption in
regency/city local government. Such modifications were made in the form of revision/change of the
regulation where the position of the Inspectorate for regency/city is still equal with that of the organization
of local apparatus becomes parallel with the Local Secretary. The second modification is made by
repositioning the role/task of Local Inspectorate for regency/city to encourage the realization of good
governance and clean government, to grow Supervision Synergy, to support any efforts in the eradication of
collusion, corruption and nepotism, and to optimize the increase in the state incomes, to play its roles in the
implementation of local autonomy. Meanwhile, the third modification is made by institutional development
through structure development, work procedures and human resources.

Key words: legal modification, authority, inspectorate for regency/city



PENDAHULUAN

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya
kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan
peran serta masyarakat. Di samping itu melalui

otonomi luas, dalam lingkungan strategis
globalisasi, Daerah  diharapkan = mampu
meningkatkan daya saing dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,
keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta
potensi dan keaneckaragaman Daerah dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya
kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan
prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan
kedaulatan hanya ada pada pemerintahan
negara atau pemerintahan nasional dan tidak
ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu,
seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada
Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan
Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan
Daerah pada Negara kesatuan merupakan satu
kesatuan dengan Pemerintahan Nasional.
Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan
dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian
integral dari kebijakan nasional. Pembedanya
adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan
kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan
kreativitas Daerah untuk mencapai
nasional tersebut di tingkat lokal yang pada
gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan
nasional secara keseluruhan.

tujuan

Hubungan wewenang antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah provinsi,
kabupaten/kota atau antara pemerintah provinsi
dan kabupaten/kota, diatur dengan undang-
undang dengan memperhatikan kekhususan dan
keragaman daerah. Daerah sebagai
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai

satu

otonomi berwenang mengatur dan mengurus
Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan
masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan
dengan tatanan hukum nasional dan
kepentingan umum. Demikian juga dalam
rangka memberikan ruang yang lebih luas
kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus

kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat
dalam membentuk kebijakan harus
memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya
Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah
baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan
lainnya hendaknya juga memperhatikan
kepentingan nasional. Dengan demikian akan
tercipta keseimbangan antara kepentingan
nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan
kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam
penyelenggaraan pemerintahan
keseluruhan sepanjang masih hidup dan sesuai

secara

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada  hakikatnya  Otonomi  Daerah
diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan
masyarakat hukum yang diberi kewenangan
untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan
Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah
Pusat kepada Daerah dan dalam
pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah
dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat
Daerah. Agar pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah
berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka

Presiden berkewajiban untuk melakukan
pembinaan  dan  pengawasan  terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Mengingat kondisi geografis yang sangat luas,
maka untuk efektifitas dan efisiensi pembinaan
dan pengawasan atas penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah kabupaten/kota, Presiden sebagai
penanggung jawab akhir pemerintahan secara
keseluruhan  melimpahkan
kepada gubernur untuk bertindak atas nama
Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan
dan pengawasan kepada Daerah kabupaten/kota
agar melaksanakan otonominya sesuai koridor
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Otonomi daerah dengan asas desentralisasi

kewenangannya

memberi kewenangan dan kesempatan yang

luas kepada pemerintah daerah untuk
menyelenggarakan pemerintahan secara
bertanggung jawab dalam  mewujudkan

kesejahteraan masyarakat di daerah. Sebaliknya
dengan kewenangan yang luas, terbuka juga
terjadinya

peluang penyalahgunaan
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kewenangan pemerintahan. Kewenangan yang
luas membutuhkan pengawasan yang optimal,
karena tanpa pengawasan terbuka peluang
terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan
kewenangan, sehingga akan mengakibatkan
kerugian dan tidak
terwujudnya masyarakat.
Pengawasan pada hakekatnya adalah mencegah
sedini mungkin penyimpangan,
pemborosan,  penyelewengan,  hambatan,
kesalahan, kegagalan dalam pencapaian tujuan
dan  pelaksanaan organisasi.

keuangan negara,
kesejahteraan

terjadinya

tugas-tugas
Pengawasan adalah proses pengamatan dari
pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi
untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan
yang dilakukan berjalan sesuai rencana yang
telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan
sebagai suatu proses merupakan rangkaian
tidak terputus yang dimulai dari perencanaan
pengawasan sampai dengan hasil pengawasan
selesai ditindaklanjuti.

Pengawasan yang efektif diharapkan dapat
meningkatkan pendayagunaan aparatur negara
dalam melaksanakan tugas-tugas
pembangunan

umum

pemerintahan  dan menuju
terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih
(good and clean governance). Pelaksanaan

atas penyelenggaraan
Daerah  ditujukan  untuk

menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan

pengawasan
Pemerintahan

secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana

serta sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kabupaten/kota, dilaksanakan oleh
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk
pengawasan umum dan teknis. Pengawasan
umum dan teknis sebagaimana dimaksud
dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring,
evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan
lainnya. Pengawasan sebagaimana dimaksud
dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan fungsi
dan Pembinaan  dan
pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat
Daerah dilaksanakan oleh bupati/walikota
untuk daerah kabupaten/kota dengan dibantu
oleh Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan

kewenangannya.

dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi,
pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk
pembinaan dan pengawasan lainnya. Dasar
hukum yang dapat dijadikan acuan dalam
pelaksanaan pengawasan adalah mengacu pada
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang pemerintahan daerah yang diperkuat
oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2007 tentang pedoman teknis organisasi
dan tata kerja Inspektorat Provinsi dan
Kabupaten/Kota.

Selain peraturan sebagaimana tersebut
diatas,  ketentuan perundang-
undangan yang mengatur mengenai Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60

peraturan

Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian
Intern  Pemerintah.  Berdasarkan  amanat
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara Bab X Pengendalian
intern pemerintah, Pasal 58 ayat (1) yang
berbunyi: dalam rangka meningkatkan kinerja,
dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan negara, selaku Kepala
Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan
intern di lingkungan
ayat (2)
Sistem pengendalian intern sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
peraturan pemerintah. Selanjutnya Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam
Pasal 1 angka 1 mendefinisikan Sistem
Pengendalian Intern adalah proses yang integral
pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan

transparansi,
Presiden

sistem pengendalian
pemerintahan secara menyeluruh,

secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai  untuk  memberikan  keyakinan
memadai atas tercapainya tujuan organisasi
melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan
aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan  angka 2 Sistem
Pengendalian  Intern  Pemerintah,  yang
selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem
Pengendalian Intern yang diselenggarakan
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secara menyeluruh di lingkungan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah.

Secara filosofis, problematika pengawasan
Internal di Indonesia terletak pada fundamen
pemahaman mengenai pengawasan internal.
Salah satu pokok-pokok pikiran Lawrence B.
Sawyer dalam artikelnya yang terkenal, yaitu
“An Audit  philosophy”(1995)
menyebutkan bahwa fungsi audit internal harus

internal

didasarkan pada mandat/kewenangan yang kuat

dan jelas.
Fungsi  pengawasan internal  akan
terlaksana  dengan baik jika memiliki

kewenangan/mandat dan landasan hukum yang
jelas dan kuat serta mendapatkan dukungan dari
pimpinan tertinggi dalam organisasi. Jika yang
terjadi  sebaliknya, maka sebagus apapun
sumber daya manusia, sarana prasarana, dana,
dan metode kerja yang dimiliki oleh organisasi
pengawas internal, hal itu hampir pasti tidak
akan mampu mengubah impian stakeholders
menjadi lebih baik dibandingkan dengan
kondisi sebelumnya.!

Implikasi hukumnya adalah, Inspektorat
Kabupaten/Kota harus memiliki
mandat/kewenangan yang jelas serta landasan
hukum yang kuat serta mendapatkan dukungan
Bupati/Walikota untuk dapat
tugasnya secara maksimal.?

Selain  problematika filosofis,
terkait dengan tugas dan peran
pengawasan internal yang dilakukan oleh
Inspektorat Kabupaten/Kota dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

menjalankan

secara
teoritis

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak
pidana korupsi juga menjadi problematika
tersendiri. Tugas Inspektorat Kabupaten/Kota
dalam memberikan informasi hasil pengawasan
yang

kepada pimpinan berupa informasi

' Wakhyudi, Ak., M.B.A, et al., Filosofi Auditing
(Jakarta, 2007), hal. 8
2 Kamal Hidjaz. Efektivitas Penyelenggaraan

Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di
Indonesia (Pustaka Refleksi. Makasar, 2010), him. 35.

meyakinkan dan memberikan jaminan yang
memadai bahwa pelaksanaan tata kelola
pemerintahan yang baik dapat terwujud, tidak

berjalan dengan maksimal. Inspektorat
Kabupaten/Kota  yang  seharusnya  juga
memainkan peran penting dalam  hal

pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi
dan nepotisme (KKN) dapat dikatakan belum
melaksanakan tugas dan perannya.

Selain problematika filosofis, dan teoritis,
permasalahan secara yuridis terkait dengan
konsep independensi pengawas internal atau
bisa disebut sebagai konsep independensi
Inspektorat Kabupaten/Kota juga menjadi
problematika dalam mewujudkan pelaksanaan
tata kelola pemerintahan yang baik, dan
percepatan menuju good governance, clean
government, dan pelayanan publik, khususnya
dalam mencegah dan memberantas korupsi.
Independensi menjadi landasan atau dasar
utama dalam efektifitas pengawasan dari
Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dalam
melakukan  fungsi terhadap
pemerintahan.  Saat ini
independensi  dari  Inspektorat ~ Daerah
Kabupaten/Kota dalam melakukan fungsi
pengawasan dan pemeriksaan belum nampak
dan belum berjalan secara efektif, hal ini
disebabkan karena kedudukan dari Inspektorat
Daerah  Kabupaten/Kota masih  dibawah
tanggung jawab dari Kepala Daerah.

Problematika secara filosofis, teoritis dan
yuridis  sehubungan dengan Inspektorat
Kabupaten/Kota telah diungkap di atas,
berikutnya adalah problematika empiris yang

pengawasan
penyelenggaraan

dihadapi inspektorat Kabupaten/Kota melalui
Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini
akan dilihat bagaimana sebenarnya kondisi
nyata Inspektorat Kabupaten/Kota dalam
menjalankan fungsi pengawasan.

Dalam beberapa bulan terakhir, kita
ketahui bersama Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) semakin gencar
melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di
sejumlah daerah. Sepanjang 2017 ini, dari
berbagai operasi tangkap tangan yang
dilakukan KPK, ada 5 kepala daerah yang
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terjaring atas dugaan tindak pidana korupsi
yaitu : Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti,
Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Wali Kota
Tegal Siti Masitha, Bupati Batubara OK Arya

Zulkarnaen, dan Wali Kota Batu Eddy
Rumpoko.

Masih banyaknya kepala daerah yang
tertangkap melakukan korupsi telah
menimbulkan ~ pertanyaan = akan  peran

Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dalam
melakukan pengawasan di daerah. Berdasarkan
informasi dari KPK, penangkapan kepala
daerah tidak ada yang didasarkan atas laporan
inspektorat di daerah, namun atas pengaduan
masyarakat. Padahal, tugas Inspektorat Daerah
Kabupaten/Kota adalah melakukan pengawasan
terhadap seluruh kegiatan dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja
perangkat daerah yang didanai dengan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD).

Pengertian pengawasan
penyelenggaraan pemerintah daerah
dengan pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 12
Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah menyatakan bahwa:

“Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

atas
sesuai

Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan
yang menjamin
penyelenggaraan Daerah
berjalan secara efisien dan efektif sesuai

ditujukan untuk

Pcmerintahan
perundang-

dengan  ketentuan

undangan.”

peraturan

Menurut Prayudi:

“Pengawasan adalah suatu proses untuk
menetapkan pekerjaan apa yang di jalankan,
dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan

apa yang dikehendaki, direncanakan atau

diperhatikan™?

Berdasarkan kajian KPK, kelemahan
Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dalam

melaksanakan tugasnya disebabkan oleh

3 Prayudi, Hukum Administrasi Negara, (Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1981), him. 80

beberapa hal, yaitu rendahnya kapasitas
Inspektorat Daerah  Kabupaten/Kota dan
independensi aparatur Inspektorat Daerah
Kabupaten/Kota. Dilihat dari

perkembangannya, sesungguhnya Inspektorat
Daerah Kabupaten/Kota telah diberikan peran
yang cukup signifikan dan pengaturan yang
lebih  baik. Peran Inspektorat Daerah
Kabupaten/Kota yang semula hanya bersifat
represif, telah berkembang menjadi preventif.
Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota juga
diberikan peran sebagai konsultan antara lain
dengan melakukan quality assurance bagi
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
daerahnya. Dengan demikian, setiap SKPD
dapat berkonsultasi dengan Inspektorat Daerah
Kabupaten/Kota terkait penggunaan anggaran
negara agar tidak menimbulkan praktik
pelanggaran hukum.

Namun, peningkatan peran dan pengaturan
tersebut dalam praktiknya belum
signifikan menurunkan angka korupsi di
daerah. Masih ditemukan daerah-daerah yang
telah memperoleh hasil audit wajar (mendapat
opini Wajar Tanpa Pengecualian) dalam
laporan keuangan, namun kepala daerahnya
tertangkap  melakukan Hal ini
menandakan  bahwa Inspektorat  Daerah
Kabupaten/Kota  hanya  berhasil  dalam
menghadirkan pelaporan keuangan yang andal,

se€cara

korupsi.

namun belum mampu mengamankan aset
negara dari korupsi.

Mencermati beberapa permasalahan diatas
terkait dengan kewenangan dan nilai strategis
Inspektorat Kabupaten/Kota dalam pencegahan
dan pemberantasan korupsi, maka dapat dirinci
beberapa perumusan masalah dalam tulisan ini
adalah (1) Bagaimana bentuk kewenangan yang
dimiliki oleh Inspektorat Daerah
Kabupaten/Kota dalam hal pengawasan
khususnya dalam mencegah terjadinya tindak
pidana korupsi? (2) Mengapa kewenangan yang
dimiliki oleh Inspektorat Daerah
Kabupaten/Kota dalam hal pengawasan saat ini
masih belum mampu mencegah terjadinya
tindak pidana korupsi di Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota? (3) Bagaimana modifikasi
hukum kewenangan Inspektorat
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Kabupaten/Kota dalam mencegah terjadinya
tindak pidana korupsi di Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong penelitian
deskriptif-
dengan memperhatikan peraturan

hukum normatif yang Dbersifat
analisis
perundang-undangan yang mengatur tentang
modifikasi hukum kewenangan Inspektorat
Daerah Kabupaten/Kota dalam mencegah

terjadinya  tindak pidana korupsi. Dalam
penelitian  ini, pendekatan penelitiannya
menggunakan  pendekatan undang-undang

(statute approach), dan pendekatan konseptual
(conceptual approach).

Pendekatan undang-undang (statute
approach) dilakukan dengan menelaah semua
undang-undang dan regulasi yang bersangkut
paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.*
Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang
berkembang di dalam ilmu hukum. Tahapan
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian kepustakaan (studi pustaka)
dan studi dokumen yang didukung dengan
tahapan penelitian lapangan (field research).

HASIL DAN PEMBAHASAN
yang Dimiliki  oleh
Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota
dalam Hal Pengawasan Khususnya dalam
Mencegah Terjadinya Tindak Pidana
Korupsi
1. Gambaran Umum tentang Kewenangan
Kewenangan yang selanjutnya disebut
sebagai authority atau bevoegheid, diartikan
sebagai hak untuk bertindak dan mengeluarkan

A. Kewenangan

4 Lihat C.F.G. Sunaryati Hartono, 2006, Penelitian
Hukum di Indonesia Pada AKhir Abad ke-20, Penerbit
Alumni, Bandung, hlm. 117. Lihat juga pendapat dari
Satjipto Rahardjo mengenai pilihan penggunaan metode
penelitian hukum dalam Johnny Ibrahim, 2008, Teori &
Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia,
Malang, hlm. 37-38. Beliau menjelaskan jika melihat
hukum sebagai suatu system yang abstrak, maka
perhatiannya akan terpusat pada hukum sebagai suatu
lembaga yang benar-benar otonom dan konsekuensinya
adalah penggunaan metode normative atau juga disebut
normative analitis., hlm.93.

perintah dengan kekuasaan yang dimiliki oleh
pejabat lembaga negara.
Kewenangan keabsahan ketika
kewenangan tersebut diperoleh berdasarkan
hukum. Tiada kewenangan dianggap sah secara
hukum ketika kewenangan tersebut tidak
berasal dari hukum atau peraturan perundang-

umum atau

memiliki

undangan, yang selanjutnya prinsip tersebut
dikenal dengan Asas Legalitas (Legalitet
Beginsel).

Asas legalitas (legaliteitsbeginsel atau het
beginsel wetmatigheis bestuur)
merupakan salah satu prinsip utama yang
dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan
negara, negara hukum. Asas
legalitas ini di dalam hukum administrasi
mengandung makna, pemerintah tunduk kepada
undang-undang, dan semua ketentuan yang
mengikat warga negara harus di dasarkan pada
undang-undang. Oleh karena itu, asas legalitas
merupakan dasar utama dalam kewenangan
pemerintah.’

Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan
pengawasan daerah terhadap
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara
struktural, Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota
merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab secara
langsung kepada Walikota/Bupati dalam hal

van van

khususnya

unsur

kinerja pengawasan internal di pemerintah
daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati/Walikota dan secara teknis
administratif = mendapat pembinaan  dari
sekretaris daerah Kabupaten/Kota.

Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota pada
hakikatnya mendorong terwujudnya Good
Governance dan Clean Government dengan
melakukan pendekatan pencegahan dini (early
warning) terhadap kemungkinan terjadinya
kesalahan, tindakan penyimpangan,
penyalahgunaan wewenang dan tindakan KKN,
sehingga dalam menjalankan tugas Inspektorat
Daerah Kabupaten/Kota tidak hanya berfungsi

5 Sadijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum
Administrasi. (Yogyakarta:LaksBang PRESS Indo, 2008).
Hlm.55
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sebagai watch dog tetapi lebih mengedepankan
fungsi consultant dan quality assurer. Sejalan
dengan itu maka Inspektorat Inspektorat Daerah
Kabupaten/Kota dituntut untuk selalu berada di
bagian terdepan dalam rangka mengawal
pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.

2. Dasar Hukum Kewenangan Inspektorat
Kabupaten/Kota
Untuk melihat bentuk kewenangan dari
Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota, langkah
pertama yang dilakukan adalah identifikasi
secara rinci aturan perundang-undangan yang
masih berlaku dimana di dalamnya terdapat
ketentuan  yang  berhubungan  dengan
kewenangan  dari  Inspektorat =~ Daerah
Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
pada dasarnya bersifat variatif dan hirarkis.
Oleh karena itu, untuk melihat bentuk
kewenangan yang dimiliki Inspektorat Daerah
Kabupaten/Kota, penulis mencoba membagi
sesuai tata urutan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia sebagai
berikut :
a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
e. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
f.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat
Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
Berdasarkan hal tersebut, maka
kewenangan  Inspektorat = Kabupaten/Kota
adalah membina dan mengawasi pelaksanaan

Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan
oleh Perangkat Daerah. Pembinaan dan
pengawasan sebagaimana dimaksud meliputi:
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan  daerah; pelaksanaan tugas
pembantuan yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah; ketaatan
terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan termasuk ketaatan pelaksanaan
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap
perencanaan, penganggaran, pengorganisasian,
pelaksanaan,  pelaporan, evaluasi, dan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah; dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
daerah yang Dbersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah. Pembinaan dan
pengawasan sebagaimana dimaksud
dilaksanakan berdasarkan prinsip profesional;
independen; objcktif; tidak tumpang tindih
antar-APIP; dan berorientasi pada perbaikan
dan peringatan dini yang meliputi:

a. pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan
keberhasilan kebijakan serta pelaksanaan
program dan kegiatan;

b. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-
waktu maupun pemeriksaan terpadu;

c. reviu terhadap dokumen atau laporan secara
berkala atau sewaktu-waktu dari Perangkat
Daerah,;

d. pengusutan atas  kebenaran laporan
mengenai adanya indikasi terjadinya
penyimpangan,  korupsi, kolusi, dan

nepotisme; dan
e. monitoring dan evaluasi terhadap program
dan kegiatan Perangkat Daerah.

3. Kedudukan Hirarkis Ketatanegaraan
dan Pertanggungjawaban Kewenangan
Konsep kedudukan hirarkis ketatanegaraan

dan pola pertanggungjawaban kewenangan

internal  Inspektorat  dapat
bagaimana mekanisme

pengawasan
dianalisis  dengan
pengelolaan keuangan negara dari pusat hingga

daerah, meliputi kedudukan pejabat pengelola
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anggaran negara dan lembaga pengawas
internal yang dapat digambarkan dalam bagan

berikut:

Kedudukan Hirarkis Inspektorat Kabupaten/Kota

Fresiden
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4. Objek Pengawasan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan
Inspektorat Kabupaten/Kota pada Tugas Pembantuan.

hakikatnya mengawasi badan/institusi yang
terdapat di masing-masing Kabupaten/Kota
yang dalam pelaksanaan kinerjanya
menggunakan dana  desentralisasi,
dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan.
Dana Desentralisasi atau perimbangan adalah
dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan kepada daerah untuk

dana

mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi. Dana Dekonsentrasi adalah dana
yang berasal dari APBN yang dilaksanakan
oleh Bupati/Walikota sebagai wakil pemerintah
yang mencakup semua penerimaan dan
pengeluaran  dalam  rangka  pelaksanaan
dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang
dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di

daerah. Dana Tugas Pembantuan adalah dana

yang berasal dari APBN yang dilaksanakan
oleh daerah yang mencakup semua penerimaan

B. Penyebab Tidak Efektifnya Kewenangan
yang Dimiliki oleh Inspektorat Daerah
Kabupaten/Kota dalam Mencegah
Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

1. Peran Inspektorat Daerah
Kabupaten/Kota Dalam Pengawasan
Instansi Pemerintah
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

(APIP) dalam hal ini Inspektorat Daerah

Kabupaten/Kota adalah Instansi Pemerintah

yang mempunyai tugas pokok dan fungsi

melakukan pengawasan, dan bertanggung
jawab kepada Bupati/Walikota. Sesuai dengan
tugas dan kewenangannya, maka Inspektorat

Daerah Kabupaten/Kota melakukan tugas

pengawasan internal pemerintah. Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2009
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Mutu  APIP,
intern  sebagai
seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,

tentang Pedoman Kendali
mendefinisikan Pengawasan

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain
terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi
organisasi  dalam  rangka  memberikan
keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah
dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang
telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk
kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata
kelola/kepemerintahan yang baik.
Dengan memperhatikan beberapa
peraturan yang terkait dengan tugas dan peran
pengawasan yang dimiliki Inspektorat Daerah
Kabupaten/Kota  tersebut, maka  tugas
Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota adalah
memberikan hasil pengawasan
kepada pimpinan berupa informasi yang
meyakinkan dan memberikan jaminan yang
memadai bahwa pelaksanaan tata kelola
pemerintahan yang baik dapat terwujud,
termasuk di  dalamnya penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan
demikian, APIP juga memainkan peran penting
dalam hal pemberantasan tindak pidana
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Dalam realisasi pelaksanaanya,
pengawasan yang dilakukan APIP sampai
dengan saat ini dilaksanakan melalui peran
pemeriksaan (watchdog),
(consultant) dan peran
pendampingan manajemen (catalyst). Ketiga
peran tersebut telah dilaksanakan oleh
Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dengan
menggunakan segenap sumber daya yang telah
disediakan yaitu sumber daya manusia auditor,
sumber dana(anggaran), serta sarana dan
prasarana pengawasan yang diperlukan.

informasi

fungsi

peran konsultan
katalisator  dan

Namun demikian, penugasan-penugasan
pengawasan yang telah dilaksanakan oleh APIP
sampai dengan saat ini, lebih dominan bersifat
audit atas kejadian yang telah berlalu (post

audit) yang  berorientasi pada  upaya
pengungkapan temuan-temuan audit berupa
penyimpangan  efisiensi, efektivitas dan

ketaatan terhadap ketentuan perundangan yang
berlaku. Hasil pengawasan APIP sangat minim

dalam memberikan informasi kepada pimpinan
dalam upaya pencegahan dan pendeteksian
tindak pidana korupsi. Keberadaan APIP pada
instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah
belum mampu mencegah terjadinya tindak
pidana korupsi.

2. Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab

Salah satu produk kebijakan reformasi
adalah adanya desentralisasi kekuasaan dan
keuangan. Namun, desentralisasi kekuasaan dan
keuangan daerah itu bukannya melahirkan
kekuasaan dan anggaran daerah yang mengabdi
kepada rakyat, tapi dalam fakta empirisnya
lebih mengabdi pada dirinya dan kepentingan
kelompoknya. Lahirlah apa yang sering
dinamakan desentralisasi korupsi. Otonomi
telah melahirkan raja-raja kecil di daerah.
Berbagai upaya keras telah dilakukan instansi
pemerintah, termasuk aparat penegak hukum
(KPK, kejaksaan, dan kepolisian) serta berbagai
elemen masyarakat dalam memerangi korupsi.
Namun, upaya keras tersebut pun belum
mampu menyurutkan praktik korupsi
menurunkan angka korupsi di Indonesia.
Termasuk, sanksi hukuman pun tak membuat
jera para calon pelaku.

Semakin maraknya pejabat daerah yang
tersangkut  korupsi menunjukkan bahwa
inspektorat daerah Kabupaten/Kota tidak
berfungsi sebagaimana mestinya alias mandul.
Jangankan menjadi lembaga kontrol yang
efektif, mencegah dan menindak penyimpangan
aparat birokrasi justru menjadi bagian dari
masalah dalam
birokrasi.

Secara pendekatan filosofis, ide dasar dan
konsepsi dibentuknya lembaga
pengawasan adalah adanya
kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan
sebagaimana adagium dari Lord Acton yang
menyatakan bahwa “power tends to corrupt

atau

tindak penyimpangan di

urgentif
internal

and absolute power will corrupt absolutely.
Khususnya untuk kekuasaan dalam pengelolaan
keuangan negara, ketika pemerintah atau
pejabat  pengelola  anggaran  dilekatkan
kewenangan secara sah berdasarkan hukum
maka akan tercipta kekuasaan pemerintahan
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dimana berpeluang untuk disalahgunakan oleh

karena itu dibentuk sebuah badan pengawas.
Dari hasil identifikasi faktor-faktor yang

menyebabkan kewenangan Inspektorat
Kabupaten/Kota masih belum mampu untuk
mencegah terjadinya tindak pidana korupsi
ditinjau dari sisi peraturan perundang-undangan
yang berlaku diantaranya Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah, Peraturan Pemerintah  Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 diketahui
terdapat beberapa faktor yang menyebabkan
tidak maksimalnya Inspektorat Kabupaten/Kota
dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki
untuk mencegah tindak pidana korupsi. Faktor-
faktor tersebut adalah:

a. Faktor Independensi
Profesionalisme
Berdasarkan Pasal 379 UU No. 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, Inspektorat

Kabupaten/Kota  berkewajiban ~ membantu

Bupati/Walikota ~ dalam  membina  dan

mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan

dan

yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan oleh  Perangkat Daerah.
Berdasarkan struktur organisasi, inspektorat
daerah berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada kepala daerah dan secara
administratif = mendapat pembinaan  dari
sekretaris daerah. Dalam alur kerja, laporan
hasil pengawasan inspektorat daerah ditujukan
kepada kepala daerah
(gubernur/bupati/walikota).

Sedangkan pada Pasal 16 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2017 disebutkan bahwa sebagai salah
satu bagian dari Aparat Pengawas Internal

Pemerintah (APIP), Inspektorat
Kabupaten/Kota  juga dituntut dalam
menjalankan prinsip pembinaan dan

pengawasan harus dilaksanakan berdasarkan

prinsip profesional; independen; objektif; tidak
tumpang tindih antar-APIP; dan berorientasi
pada perbaikan dan peringatan dini. Praktik ini
di lapangan dinilai mengurangi independensi
dan objektivitas inspektorat daerah dalam
menjalankan tugasnya.

Dari penjelasan pasal 16 pada Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2017 ada 3 prinsip yang berpotensi besar
berbenturan dengan kewenangan yang dimiliki
oleh Inspektorat Kabupaten/Kota. Ketiganya
adalah prinsip profesional, independen dan
objektif. Yang dimaksud dengan "profesional”
adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan
oleh sesecorang dan menjadi  sumber
penghasilan  kehidupan yang memerlukan
keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang
memenuhi standar mutu atau norma tertentu
serta  memerlukan  pendidikan  profesi.
Selanjutnya yang dimaksud dengan
"independen" adalah sikap tidak memihak serta
tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak
tertentu dalam mengambil keputusan dan
tindakan dalam melaksanakan pengawasan.
Sedangkan yang dimaksud dengan "objektif"
adalah memiliki sikap yang netral dan tidak
bias serta menghindari konflik kepentingan
dalam merencanakan, melaksanakan, dan
melaporkan pekerjaan yang dilakukannya.

Selain kedua peraturan tersebut, faktor
independensi Inspektorat Kabupaten/Kota juga
dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah
Nomor: 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah
sistem pengendalian intern yang
diselenggarakan  secara  menyeluruh  di
lingkungan Pemerintah Pusat dan pemda.
Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 2008
tentang SPIP mewajibkan menteri/pimpinan
lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota untuk
mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan.

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa
kebijakan = pengendalian internal  adalah
mengawasi dan mengendalikan diri sendiri. Jika
kita lihat lebih dalam lagi, kebijakan
pengendalian internal menurut PP No.60/2008
memang bukan untuk memberantas korupsi
seperti yang dilakukan KPK, tetapi pada model
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pengendalian dan perbaikan administrasi
pemerintahan yang muaranya adalah good
governance.

Kebijakan tersebut juga senada dengan
pengaturan dalam UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah yang
mendudukkan Inspektorat di bawah sekretaris
daerah.  Kedudukan ini  menempatkan
Inspektorat bukan pada posisi yang bisa
melakukan pengendalian dan pengawasan
dengan maksimal.

Kepala Inspektorat tentunya takut kepada
sekda dan bupati/walikota sebagai atasannya.
Oleh karena itu, sangat wajar jika peran
Inspektorat di daerah masih lemah dalam
pencegahan dan pemberantasan  korupsi.
Kelemahan paling utama Inspektorat daerah
Kabupaten/Kota adalah independensi.
Independensi Inspektorat sangat terkait dengan
kedudukannya dalam pemda.

Oleh karena itu, tidak heran jika tidak
muncul laporan mengenai korupsi kepada KPK
karena Inspektorat akan pertama kali melapor
kepada kepala daerah sebagai atasan. Dengan
desain kelembagaan seperti saat ini, Inspektorat

daerah Kabupaten/Kota tidak akan bisa
mengawasi secara maksimal.
b. Faktor Kompetensi Inspektorat
Kabupaten/Kota
Faktor penyebab kedua adalah
profesionalisme dan kompetensi Inspektorat
Kabupaten/Kota yang belum sepenuhnya
terbentuk.  Sebagian  besar  Inspektorat
Kabupaten/Kota masih  belum  memiliki
kompetensi minimum yang dipersyaratkan.

Kompetensi  untuk  melakukan  fungsi
pengawasan internal pemerintah paling tidak
dibuktikan dengan kemampuan melakukan
audit, review, evaluasi, investigasi dan lain-
lain. Secara formal para pengawas ini harus
memiliki kompetensi dalam jabatan fungsional
auditor yang tersertifikasi setidaknya
terstandardisasi (certified auditor). Hal ini
sebenarnya telah diatur pada Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

atau

Daerah. Sebagaimana sudah dijelaskan di pasal
16 bahwa Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh
APIP harus berdasarkan kompetensi yang
dimiliki terkait dengan pelaksanaan
pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah sesuai fungsi dan
kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan (Angka 1).

Dari  sekitar 48.000 auditor yang
dibutuhkan di tingkat nasional, saat ini baru
tersedia sekitar 11.000 auditor. Jika dilihat
lebih detail lagi dalam kualitasnya, dari level
yang  diharapkan standar
internasional, rata-rata para pengawas internal
di Indonesia baru mencapai level dua, bahkan
sebagian besar masih berada di level satu.
Sebagai contoh, untuk Inspektorat Kota Batu
hingga saat ini masih belum ada yang diangkat
dalam jabatan fungsional auditor maupun
P2UPD, meskipun sudah mengikuti diklat dan
lulus ujian pengangkatan. Sedangkan dalam
kapabilitasnya, Inspektorat Kota Batu hingga
saat ini masih berada di level satu dan sedang
diupayakan untuk naik ke level dua.

lima secara

C. Modifikasi Hukum Kewenangan
Inspektorat  Kabupaten/Kota  dalam
Mencegah Terjadinya Tindak Pidana
Korupsi di Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Dalam perumusan strategi penanggulangan

tindak pidana korupsi global, upaya pencegahan

tindak pidana korupsi secara terpadu yang
kemudian dilanjutkan dengan penindakan
terhadap tindak pidana korupsi secara keras,
konsisten serta tidak pilih kasih merupakan
sebuah rumus ideal. Hal tersebut terjadi karena
dalam konteks kriminologi, korupsi terjadi
bukan sekedar adanya perilaku atau sikap
mental jahat, namun sebagian besar terjadi
akibat adanya sistem yang tidak ideal serta
pemberian kewenangan yang terlampau besar
bagi pejabat publik.Intervensi terhadap sistem
yang korup, peningkatan akuntabilitas dengan
memperkuat fungsi pengawasan dan kontrol
terhadap kinerja pejabat publik, terbukti
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merupakan resep yang ampuh dalam upaya
pemberantasan tindak pidana korupsi.

1. Modifikasi Hukum Kewenangan
Inspektorat  Kabupaten/Kota  yang
mengacu kepada perundang-undangan
Dengan berpedoman pada evaluating

analysis yang telah dilakukan terhadap

peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan kewenangan Inspektorat

Kabupaten/Kota, yang perlu dimodifikasi

adalah pengaturan-pengaturan yang terdapat

dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat

Daerah, Pemerintah  Republik

Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja

Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota, dan

Peraturan Walikota Batu Nomor 70 Tahun

2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja

Inspektorat Kota Batu. Walaupun tidak

berhubungan langsung dan tidak termasuk yang

dievaluasi di atas, UU No. 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara masuk dalam

klasifikasi yang perlu dimodifikasi.
Semua peraturan yang tersebut di atas,
secara materi/substansial pada dasarnya dapat

Peraturan

dimodifikasi untuk dapat memecahkan problem
tidak maksimalnya Inspektorat Kabupaten/Kota
dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki
untuk mencegah tindak pidana korupsi.
Modifikasi hukum yang dapat dilakukan adalah
melakukan perubahan/revisi terhadap isi pasal
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada
pasal 216 yang mengatur tentang kedudukan
Inspektorat Kabupaten/Kota dan melakukan
perubahan/revisi terhadap Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
Tentang Perangkat Daerah.

Pasal 216 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah mendesak untuk dirubah/direvisi
dikarenakan terdapat benturan dengan peraturan
yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017
tentang  Pembinaan @ Dan  Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
khususnya di pasal 16. Benturan sebagaimana
dimaksud terletak pada kedudukan Inspektorat
Kabupaten/Kota yang berada di bawah
Sekretaris Daerah, sedangkan pada aturan di
bawahnya  dituntut untuk  profesional,
independen dan objektif. Untuk dapat
melaksanakan tugasnya secara profesional,
independen dan objektif, perubahan yang dapat
dilakukan adalah dengan merubah/mereposisi
kedudukan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Alternatif perubahan yang dapat dilakukan
adalah dengan mengadopsi kedudukan Internal
Auditor di dalam struktur organisasi suatu
perusahaan. Secara garis besar ada tiga
alternatif posisi atau kedudukan dari Internal
Auditor dalam struktur organisasi perusahaan
sebagaimana gambar berikut:

Kedudukan Internal Auditor di
Perusahaan

Keterangan:

Dalam gambar di atas dapat dilihat
mengenai posisi atau kedudukan intern
auditing.
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1. Internal Auditing berada di bawah Dewan
Komisaris;

2. Internal Auditing berada di bawah Direktur
Utama;

3. Internal Auditing berada di bawah Kepala

Bagian Keuangan.

Apabila  struktur kedudukan
auditor di perusahaan tersebut diaplikasikan
dalam kedudukan Inspektorat Kabupaten/Kota,
ada 2 alternatif kedudukan Inspektorat
Kabupaten/Kota yang mungkin yaitu berada
dibawah Presiden melalui Gubernur, dan berada

Internal

dibawah Bupati/Walikota sebagaimana gambar
berikut :

Alternatif Kedudukan Inspektorat
Kabupaten/Kota Setelah Modifikasi

PRESIDEN
| |
GUBERNUR |
[ INSPEKTORAT
KABUPATEN/K
| BUPATI/WALI |

LSEKRETARIS | | INSPEKTORAT |
]

[ [ I
| oprp || opD [ oPD |

Dari dua (2)
kedudukan Inspektorat Kabupaten/Kota, yang
paling mungkin dilakukan saat ini adalah

alternatif ~ perubahan

merubah kedudukan Inspektorat
Kabupaten/Kota menjadi sejajar dengan
kedudukan  Sekretaris  Daerah. = Dengan

kedudukan yang setara Sekretaris Daerah,
diharapkan ke depan Inspektorat dapat lebih
memiliki wibawa dan independen dalam
melakukan pengawasan terhadap Pemerintah
Daerah.

2. Modifikasi Kedudukan
Kabupaten/Kota
terjadinya tindak pidana korupsi di
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Keberadaan Inspektorat Kabupaten/Kota

Inspektorat

dalam  mencegah

sebagai bagian auditor intern pemerintah yang
independen dalam  jajaran organisasi
pemerintahan diyakini akan memberikan nilai

tambah terhadap seluruh stakeholders. Seluruh
upaya yang diperankan Inspektorat
Kabupaten/Kota merupakan dorongan bagi
diterapkannya good governance pada setiap
jenjang pemerintahan serta pengelola investasi
kekayaan negara yang dipisahkan. Selain itu,
Kabupaten/Kota merupakan
kekuatan pendorong dalam upaya peningkatan
efektifitas, efisiensi, serta kehematan
penyelenggaraan  pelayanan  publik
pembangunan Hal ini
meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam

Inspektorat

dan
nasional. akan
dan luar negeri terhadap kredibilitas pemerintah
dalam upaya mewujudkan masyarakat madani.
Pada akhirnya akan bermuara kepada
terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan
mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana
diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-
undang Dasar 1945.

a. Reposisi  Peran/Tugas  Inspektorat
Kabupaten/Kota
Dengan memperhatikan ekspektasi

stakeholder, lingkungan eksternal/internal dan
strategi intent dan memperhatikan organization
capability, keberadaan  auditor  intern
pemerintah perlu direposisi dan mengambil
peran menjadi: Auditor Intern Pemerintah yang
Profesional dalam  Mendukung  Upaya
Pemerintah Mewujudkan Good Governance
dan Clean Government.

Peran Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai
intern  pemerintah  sebagaimana
diuraikan di atas dapat diwujudkan dalam
bentuk :

auditor

1) Mendorong terwujudnya Good
Governance dan Clean Government
2) Menumbuhkembangkan Sinergi

Pengawasan

3) Mendukung Upaya Pemberantasan KKN

4) Mengoptimalkan Peningkatan Penerimaan
Negara

5) Berperan dalam Pelaksanaan Otonomi
Daerah

b. Pengembangan Kelembagaan
1) Pengembangan Struktur

Nilai ekonomis informasi hasil
adalah fungsi dari kompetensi menemukan

audit
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kemungkinan penyimpangan dan independensi
untuk  melaporkannya.  Jadi,  konstelasi
keberadaan Inspektorat Kabupaten/Kota perlu
didayagunakan untuk mewujudkan pengawasan
yang efisien dan efektif dalam rangka menuju
good Bila Inspektorat
Kabupaten/Kota mengidentifikasikan dirinya

governance.

selaku  unit yang melakukan pekerjaan
utamanya dengan memproduksi dan
menyerahkan jasa kepada wuser, maka

mekanisme koordinasi yang cocok dan tepat
dengan situasi tersebut dapat dipilih.
2) Pengembangan Prosedur Kerja
Mengingat keberadaan Inspektorat
Kabupaten/Kota sebagai salah satu Aparat
Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada
berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan,
prosedur kerja baku perlu dikembangkan
sebagai acuan untuk proses interaksi dalam
rangka mensinergikan gerak dan langkah
pengawasan dalam tataran yang bersifat makro
agregat. Pada intinya, prosedur kerja tersebut
dimaksudkan  untuk  menginternalisasikan
keseluruhan mekanisme koordinasi yang akan
digunakan. Artinya, akan diperlukan prosedur
kerja untuk ‘mengelola’ rules yang ditetapkan,
‘merancang, menetapkan dan
melaksanakan’ work program yang
ditetapkan, 'mengembangkan' standardisasi
faktor  input, proses output,
'melaporkan’  hasil pengawasan, serta
'memantau’ pelaksanaan hasil pengawasan.
Untuk itu, penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi akan sangat mendukung proses
koordinasi  APIP. Disadari tidak,
perkembangan sistem dan teknologi informasi

maupun

atau

merupakan tantangan sekaligus peluang bagi
APIP dalam rangka mendukung tugas-tugas
strategis pemerintah di bidang pengawasan.
Secara konkret, pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi dilakukan dengan
menerapkan platform system dan teknologi
yang secara teknis mampu berkolaborasi, saling
mendukung dan kompatibel. Artinya, seluruh
jajaran  APIP  diupayakan untuk dapat
memfasilitasi dirinya dengan sistem aplikasi
berikut dukungan teknologinya yang dapat
membantu tugas-tugas operasional di bidang

pengawasan. Dengan dukungan sistem dan
teknologi informasi ini maka seluruh APIP
dapat difasilitasi untuk melakukan proses
koordinasi. Dukungan sistem ini hendaknya
mencakup seluruh proses pengawasan, yaitu :
sejak perencanaan, pelaksanaan tugas di
lapangan, pelaporan hingga pemantauan tindak
lanjut hasil pengawasannya.

3) Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah unsur yang
paling vital dalam fungsi pengawasan intern
berhubung manusialah yang merancang,
merencanakan, dan melakukan seluruh tugas
pengawasaan. Dengan konstelasi aparatur
pengawasan intern pemerintah yang disertai
dengan kompleksitas dan keberagaman tugas
pengawasan, standardisasi  keahlian  dan
pengetahuan sebagai faktor input merupakan
aspek kunci agar pengawasan dapat berjalan
secara efektif dan efisien. Pilihan mekanisme
koordinasi dalam bentuk standardisasi ini tentu
harus disertai dengan proses pendidikan dan
pelatihan, serta indoktrinasi terhadap hal-hal
yang berkaitan dengan perilaku pelaksana tugas
pengawasan.

Dalam bahasa profesi pengawasan,
keahlian dan pengetahuan untuk melaksanakan
tugas pengawasan diwujudkan dalam penerapan
standar audit dan kode etik. Standar audit dan
kode etik sebenarnya mengandung unsur-unsur
universal.  Universalitas ini  merupakan
konsekuensi dari persepsi bahwa mutu audit
memang tidak memandang di mana dan oleh
siapa audit tersebut dilakukan. Sepanjang
seseorang berprofesi sebagai auditor intern
maka ia akan dituntut untuk melakukan audit
dalam kualitas yang berlaku umum seperti
independen, objektif, dan cermat.

Oleh karena itu, penyusunan standar audit
internal tidak bergantung pada kewenangan. la
lebih bergantung pada seberapa tinggi mutu
yang akan ditetapkan untuk dicapai. Dengan
memperhatikan universalitas ukuran mutu ini
maka sebenarnya dunia auditor intern
pemerintah dapat mengadopsi standar dan kode

etik auditor intern pada umumnya.
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PENUTUP
Kewenangan yang dimiliki Inspektorat

Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam beberapa

peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang
Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat
Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Kewenangan Inspektorat Daerah
Kabupaten/Kota  adalah  membina  dan
mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
Kewenangan pengawasan berdasarkan
peraturan perundang-undangan bersifat pasif
dan abstrak, dan untuk membuat kewenangan
tersebut menjadi aktif dan konkret maka
diadakan sebuah program kerja pengawasan
yang berbasis pada kewenangan secara positivis
khususnya dalam mencegah terjadinya tindak
pidana korupsi.

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak
maksimalnya Inspektorat Daerah
Kabupaten/Kota dalam menjalankan
kewenangan yang dimiliki untuk mencegah
tindak pidana korupsi adalah :

1. Faktor Independensi dan Profesionalisme
2. Faktor Kompetensi Inspektorat Daerah

Kabupaten/Kota
3. Belum Tegas Dan Jelasnya Pembagian

Fungsi Pengawasan Internal dan Eksternal

Modifikasi Hukum Kewenangan
Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dalam
mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat
dilakukan dengan beberapa alternatif yaitu
Modifikasi Hukum Kewenangan Inspektorat
Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu kepada
peraturan perundang-undangan dengan jalan
melakukan perubahan/revisi terhadap isi pasal
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada
pasal 216 yang mengatur tentang kedudukan
Inspektorat Daerah  Kabupaten/Kota dan
melakukan perubahan/revisi terhadap Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
Adapun modifikasi kedudukan Inspektorat
Daerah ~ Kabupaten/Kota  yang  paling

memungkinkan untuk saat ini adalah sejajar
dengan Sekretaris Daerah.

Modifikasi
dilakukan
Inspektorat
bentuk  mendorong
governance dan
menumbuhkembangkan sinergi pengawasan,
mendukung upaya pemberantasan KKN,
mengoptimalkan ~ peningkatan  penerimaan
negara, berperan dalam pelaksanaan otonomi
daerah serta dengan pengembangan

selanjutnya yang  dapat
adalah  Reposisi  Peran/Tugas
Daerah Kabupaten/Kota dalam
terwujudnya  good

clean government,

kelembagaan melalui pengembangan struktur,
prosedur kerja, dan sumber daya manusia.
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